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GAMBARAN UMUM BADAN PENDAPATAN DAERAH

KABUPATEN KAMPAR

2.1 Sejarah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar
Pada mulanya Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar (selanjutnya
disingkat Dispenda) merupakan Sub Direktorat pada Direktorat Keuangan Daerah
Kotamadya Daerah Bangkinang. Berdasarkan Surat Edaran Mentri Dalam Negri
Nomor KUPD 3/12/43 tanggal 1 September 1975 tentang Pembentukan Dinas
Pendapatan Daerah Tingkat | dan 1lI, maka pada tahun 1976 dibentuk Dinas
Pendapatan dan Pajak Daerah kotamadya Daerah Bangkinang dengan Perda
Nomor 5 tahun 1976. Susunan Organisasi pada saat itu adalah sebagai berikut :
a. Kepala Dinas
b. Seksi Tata Usaha
c. Seksi Pajak dan Retribusi
d. Seksi IPEDA
e. Seksi Operasi/Penagihan
Selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Mentri Dalam Negri Nomor
KUPD.7/12/41-101 tanggal 6 Juni 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten/kotamadya Daerah, diterbitkan
peraturan Dearah Nomor 7 Tahun 1979 tentang Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Bangkinang dengan susunan

organisasi sebagai berikut :



Kepala Dinas

Sub Bagian Tata Usaha

Seksi Pajak

Seksi Retribusi

Seksi IPEDA

Seksi Pendapatan Lain-lain

Seksi Perencanaan, Pengawasan dan Pengembangan

Sehubungan dengan keluarnya Keputusan Mentri Dalam Negri Nomor 23

Tahun 1989 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan

Daerah Kotamadya Daerah Tingkat Il sebagai penyempurnaan dari Kepmendagri

Nomor

KUPD.7/12/41-101 tanggal 6 Juni 1978, ditindaklanjuti dengan

diterbitkannya Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Bangkinang Nomor 7 tahun

1989 tanggal 27 Desember 1989 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja

Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Bangkinang Tipe B, dengan

Susunan Organisasi sebagai berikut :

a.

b.

C.

d.

Kepala Dinas

Sub Bagian Tata Usaha

Seksi Pendaftaran dan Pendataan
Seksi Penetapan

Seksi Pembukuan dan Pelaporan
Seksi Penagihan

Unit Penyuluhan



Sejalan dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 22 tahun 1999
tentang Pemerintah Daerah dan Keputusan Mentri Dalam Negri Nomor 50 tahun
2000 tentang susunan Organisasi Perangkat Daerah, maka Pemerintah Kota
Bangkinang menindak lanjuti dengan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2001 yang
selanjutnya diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2001 tentang
Perubahan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2001 tentang pembentukan Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas di lingkungan Pemerintah Kota
Bangkinang, termasuk Dinas Pendapatan Daerah, dengan susunan organisasi
sebagai berikut:

a. Kepala Dinas
b. Wakil Kepala Dinas
c. Bagian Tata Usaha
d. Sub Dinas Program
e. Sub Dinas Pendataan dan Penetapan
f. Sub Dinas Penagihan
g. Sub Dinas Retribusi dan Pendapatan lain-lain
h. Sub Dinas Bagi Hasil Pendapatan
i. Kelompok Fungsional
Dan pada bulan januari 2017 di rubah lagi menjadi Badan Pendapatan

Daerah (BAPENDA) sampai sekarang.



2.2 Visi dan Misi Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar
a. Visi
Visi BAPENDA Kabupaten Kampar Yaitu “Terwujudnya peningkatan dan
penerimaan daerah yang optimal dan proposional tahun 2022”.
b. Misi
Dalam rangka pencapaian visi, Kantor Badan Pendapatan Daerah Kampar
mengemban beberapa misi:
1. Misi Pertama Meningkatkan kualitas kelembagaan melalui Tata Kerja
dan SDM Aparatur Berkualitas.
2. Misi Kedua Mengembangkan dan Mengoptimalkan Penerimaan
Pendapatan Daerah.
3. Misi Ketiga Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memenuhi

kewajibannya selaku Wajib Pajak.

10



2.3 Struktur Organisasi Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten
Kampar

Gambar I1.1
Struktur Organisasi Kantor Bapenda Kabupaten Kampar

KEPALA BADAN
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KABUPATEN

Sub. Bagian Umum dan
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dan Data

BIDANG PENDATAAN
DAN PENDAFTARAN

\4
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Sub. Bidang Penetapan
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PANKEBERATAN . Sub. Bidang Keberatan
BIDANG PENGELOLAAN ,] Sub. Bidang Pengelolaan
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Sub. Bidang Pengembangan

Potensi Pendapatan

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar,2017
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2.4 Uraian Tugas Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar
Adapun tugas pokok pada masing — masing bagian pada Kantor Badan
Pendapatan Daerah adalah sebagai berikut :
1. Kepala Badan
Badan Pendapatan Daerah di pimpin oleh seorang Kepala Badan yang
mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan tugas di
bidang pendapatan daerah. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
ayat (1), Kepala Badan menyelenggarakan tugas dan fungsi:
a. Perumusan dan penetapan rencana strategis dan rencana kerja badan
sesuai dengan visi dan misi daerah;
b. Penetapan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan urusan lingkup
bidang pendapatan daerah;
c. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas sekretariat, bidang-
bidang, unit pelaksana teknis badan dan kelompok jabatan fungsional,
d. Pembinaan administrasi perkantoran;
2. Sekretariat
Sekretariat di pimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas
pokok menyusun program Kkerja dan rencana kegiatan, melaksanakan
administrasi umum, mengelola administrasi keuangan, mengelola administrasi
pengelolaan aset badan, administrasi kepegawaian dan menatausahakan
kegiatan lainnya. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1),

Sekretariat menyelenggarakan tugas dan fungsi :
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a. Menyusun rencana dan program kerja masing-masing unit kerja di
lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar;
b. Menghimpun rencana dan program kerja masing-masing unit kerja di
lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar;
c. Menyusun rencana pelaksanaan pendapatan;
d. Pelaksanaan  kegiatan administrasi  kepegawaian, peningkatan
kemampuan, disiplin dan kesejahteraan pegawai;
3. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian di pimpin oleh seorang Kepala
Sub Bagian yang mempunyai tugas menyiapkan bahan pelayanan, koordinasi
dalam urusan umum, perpustakaan, surat menyurat, kearsipan, menyiapkan
bahan penyusunan perencanaan dan pengembangan pegawai, mutasi pegawai,
serta evaluasi kinerja dan kesejahteraan pegawai.
4. Sub. Bagian Perencanaan dan Data
Sub Bagian Perencanaan dan Data di pimpin oleh seorang Kepala Sub
Bagian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan
perencanaan dan data.
5. Bidang Pendataan dan Pendaftaran
Bidang Pendataan dan Pendaftaran dipimpin oleh seorang Kepala
Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan sebagaian tugas Badan
Pendapatan Daerah di bidang Pendataan dan Pendaftaran Pendapatan Daerah.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Bidang

Pendapatan dan Pendaftaran melaksanakan tugas dan fungsi :
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a. Penyiapan bahan perumusan dan koordinasi pelayanan pendaftaran dan
pendataan;
b. Menggali potensi baru dalam rangka meningkatkan penerimaan daerah
(mengkoordinasikan PAD seluruh SKPD);
c. Membuat program kerja dalam rangka pengamanan rencana penerimaan;
d. Membuat laporan atas penerimaan, pemungutan dan penyetoran;
e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang
tugasnya.
6. Sub. Bidang Pendapatan
Sub Bidang Pendapatan di pimpin oleh seorang Kepala Sub bidang yang
mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan, evaluasi dan koordinasi.
7. Sub Bidang Pendaftaran
Sub Bidang Pendaftaran di pimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang
yang mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan, evaluasi dan
koordinasi.
8. Bidang Perhitungan dan Penetapan
Bidang Perhitungan dan Penetapan di pimpin oleh seorang Kepala
Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan sebagaian tugas Badan
Pendapatan Daerah di bidang Penghitungan dan Penetapan Pendapatan
Daerah.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Bidang

Perhitungan dan Penetapan melaksanakan tugas dan fungsi :
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a. Penyiapan bahan perumusan dan koordinasi pelayanan pendaftaran dan
pendataan;
b. Menggali potensi baru dalam rangka meningkatkan penerimaan daerah
(mengkoordinasikan PAD seluruh SKPD);
c. Membuat program kerja dalam rangka pengamanan rencana penerimaan;
d. Membuat laporan atas penerimaan, pemungutan dan penyetoran;
e. Mengadakan penyisiran, penyelesaian tunggakan pajak bumi bangunan;
f.  Merencanakan, menghitung realisasi pendapatan pajak bumi bangunan;
9. Sub. Bidang Perhitungan
Sub Bidang Penghitungan di pimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang
yang mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan, evaluasi dan
koordinasi penghitungan.
10. Sub. Bidang Penetapan
Sub Bidang Penetapan di pimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang
mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan, evaluasi dan koordinasi
penetapan, dan penagihan.
11. Bidang Penagihan dan Keberatan
Bidang Penagihan dan Keberatan di pimpin oleh seorang Kepala Bidang
yang mempunyai tugas melaksanakan sebagaian tugas Badan Pendapatan
Daerah di bidang penghitungan dan penetapan. Dalam melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud ayat (1), Bidang Penagihan dan Keberatan

melaksanakan tugas dan fungsi :
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a. Penyiapan bahan perumusan dan koordinasi pemungutan penagihan dan
keberatan;
b. Menyiapkan dan menyusun petunjuk teknis prosedur tata Kkerja
penagihan dan keberatan;

c. Membuat program kerja dalam rangka pengamanan rencana penerimaan;
d. Membuat laporan atas penerimaan, pemungutan dan penyetoran;
Sub. Bidang Penagihan

Sub Bidang Penagihan di pimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang
mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan, evaluasi dan koordinasi
penagihan.
Sub. Bidang Keberatan

Sub Bidang Keberatan di pimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang
mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan, evaluasi dan koordinasi
keberatan.
Bidang Pengelolaan, Pengembangan dan Pelaporan

Bidang Pengelolaan, Pengembangan dan Pelaporan di pimpin oleh seorang
Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan sebagain tugas Badan
Pendapatan Daerah di bidang Pengelolaan, Pengembangan dan Pelaporan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1),Bidang,
Pengelolaan, Pengembangan dan Pelaporan melaksanakan tugas dan fungsi :
a. Menyusun rencana dan program Kkerja bidang Pengelolaan,

Pengembangan dan Pelaporan;
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b. Melaksanakan koordinasi dan kerja sama antar bidang pada Badan
Pendapatan Daerah dan instansi yang terkait;
c. Mengumpulkan dan mengolah data dan informasi yang terkait dengan
penyelenggaraan tugas-tugas badan;
d. Memantau dan mengendalikan pelaksanaan tugas-tugas yang menjadi
tanggung jawabnya;
15. Sub. Bidang Pengelolaan Dana Transfer
Sub Bidang Pengelolaan Dana Transfer di pimpin oleh seorang Kepala
Sub Bidang yang mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam
penyusunan program kerja Sub Bidang Pengelolaan Dana Transfer.
16. Sub. Bidang Pengembangan Potensi Pendapatan
Sub Bidang Pengembangan Potensi Pendapatan di pimpin oleh seorang
Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan,
evaluasi dan koordinasi dana lain-lain pendapatan daerah.
17. Sub. Bidang Pelaporan
Sub Bidang Pelaporan di pimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang
mempunyai tugas mengumpulkan data dan pelaporan, manfaat, serta dampak

kegiatan di bidang Pengelolaan, Pengembangan dan Pelaporan.
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